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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Esa, karena berkat rahmat-Nya Laporan Komitmen Manajemen Risiko
Tahun 2024 Inspekiorat Jenderal Kementerian PUPR ini dapat
diselesaikan. Inspektorat Jenderal merupakan Unit Dukungan
Manajemen dan Teknis yang memiliki tujuan untuk memberikan
dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat
Jenderal Kementerian PUPR dalam mengoptimalkan capaian kinerja
pengawasan untuk memberikan jaminan tata kelola yang memadai
atas ketaatan, kehematan, dan efektivitas pencapaian tujuan,
pemberian peringatan dini, serta pemberian masukan yang dapat
memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola tugas fungsi yang
baik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Manajemen Risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, menilai, mengelompokkan dan
mengendaiikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai
tentang pencapaian tujuan organisasi. Penerapan Manajemen Risiko telah menjadi prioritas
Kementerian PUPR, dan dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen
Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan ketentuan
tersebut, Inspektorat Jenderal selaku salah satu UPR-T1 di Inspektorat Jenderal Kementerian
PUPR mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menetapkan register risiko dan rencana
respon risiko, untuk selanjutnya melaksanakan, memantau dan mereviu penerapan
manajemen risiko.

Pada saat ini, Penerapan Manajemen Risiko secara terorganisir pada Unit Organisasi
Inspektorat Jenderal akan memasuki tahun ke-4, kelemahan-kelemahan yang ditemukan
dalam penerapan manajemen risiko pada tahun sebelumnya akan menjadi bahan masukan
bagi perbaikan penerapan pada Tahun 2024.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam
penyusunan Laporan Komitmen Manajemen Risiko Tahun 2024 Inspektorat Jenderal
Kementerian PUPR. Semoga Laporan ini dapat menjadi acuan dalam penyempurnaan
penerapan manajemen risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Inspektorat
Jenderal Kementerian PUPR.

Jakarta, | 9 Januari 2024
Inspektur Jenderal

— e

fr. T. Iskandar, MT



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...t se st s e st e s st e s ae s re 1
DAFTAR IS ... oottt et s et b e bbb b e b e b s b s srases et s sm s st amnesaree 2
BAB I PENDAHULUAN ..ottt sttt st se st sas e sseststestssn st s s e s e ssasssessessnsassnsssnssssnsns 3
A, Latar BelaKang ..ot 3
B. Dasar HUKUM. ... ettt te e ees s s es s snessss s sn s 5
C. Maksud dan TUJUAN ...t re s st s s s 5
D. RUANG LINGKUP ...t sssss bbb st s 5
E. Anggaran Manajemen RiSIKO...........cccuciiiiinnii it ar e 6
BAB Il SEKILAS TENTANG MANAJEMEN RISIKO ...........c.ooooiiiieeeeeeeeee e rars e 7
A. Definisi Manajemen RiSIKO..........c.c vt 7
B. Proses Manajemen RiSIKO ... ene s e 7
1. Komunikasi dan KONSUHASI ... eseses e e ssssaneses 8
2. Perumusan Ruang Lingkup, Konteks, dan Kriteria........ccniiiiinnvninennn, 8
3. Penilaian RiSIKO ..o ee et e e e e enbe s neas 10
A, RESPON RISIKO ..ottt e aa s s s e e er et e sess bt an s eenene 12
5. Pemantauan dan TINJAUAN ......ccooev v s s st st snsscssessss s 13
6. Pencatatan dan Pelaporan ... e s 13
BAB Il UNIT PEMILIK RISIKO .......coooiei ittt et s e eeee s s nsnsnsnens 14
A. Struktur Unit Pemilik RiSiKO........cccooiiveciccrr e 14
B. Tugas dan Tanggung Jawab............ccccoeremninncccre e e 17
BAB IV PROFIL MANAJEMEN RISIKO ..o rrerrr s st ve s v saeae s 18
A. Ruang LingKup ......cceeiimiiin s ress s ssss s enssnssnessssss ssanasannssns 18
B. Identifikasi RIiSIKO .....cccoveeiiiiiiiiinicc e sccccnniiner s v s esc e s e e s nen e s 22
C. Penilaian RiSiKO ... s s cene s s ceen e e 23
BAB V SIMPULAN DAN SARAN ...t e e et s s sr s s b s 26
W= 11 T oL | T O 26
= | 27
LAMPIRAN | KOMITMEN MANAJEMEN RISIKO UPR-T1 INSPEKTORAT JENDERAL .............. 29
LAMPIRAN Il PROFIL RISIKO UPR-T1 INSPEKTORAT JENDERAL .......c.cccoovvnereerneieeeeecee s 32
LAMPIRAN Ill PROFIL RISIKO KORUPSI UPR-T1 INSPEKTORAT JENDERAL ...............c..c..... 38
LAMPIRAN IV PETA RISIKO UPR-T1 INSPEKTORAT JENDERAL.......cccccocoovvreeiereeceeeeee e 40
LAMPIRAN V JADWAL PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO UPR-T1 INSPEKTORAT
JENDERAL e e e e e 42
LAMPIRAN VI PROFIL RISIKO TINGKAT KEMENTER!AN USULAN UPR-T1
INSPEKTORAT JENDERAL.........c oo ettt s s s res e e e ves et 44
LAMPIRAN VIl PETA RISIKO TINGKAT KEMENTERIAN USULAN UPR-T1
INSPEKTORAT JENDERAL.........cootireirncercen e e s st sesmeseses s savan e ves s e sttt 48



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Target Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan

Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah dalam

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional 2020-2024, yaitu Penerapan Manajemen Risiko di K/L dengan target

Indeks Penerapan Manajemen Risiko Level 3 dari skala 1 s.d. 5. Sejalan dengan target

tersebut, dalam rangka transformasi Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengimplementasikan “9

Strategi Pencegahan Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR”, yaitu:

S T

Reorganisasi Struktur Organisasi ULP dan Pokja PBJ;

Perkuatan Sumber Daya Manusia (SDM):

Perbaikan Mekanisme Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

Pembinaan Penyedia Jasa (Kontraktor dan Konsultan);

Pemeriksaan hasil pekerjaan (System Delivery) yang melibatkan BPKP;

Risk Management di Unor, Balai, dan Satker;

Pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada Unor dan Balai (sebagai Second Line
of Defense);

Pembentukan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) dan Penguatan Kapasitas Auditor
ltjen;

Continous Monitoring atas Perangkat Pencegahan Fraud PBJ dengan /T Based (PUPR
4.0).

Pelaksanaan strategi ini dilanjutkan pada Tahun 2022 s.d. 2024 dengan diterbitkannya

Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/IN/M/2022 Tanggal 28

Desember 2022 Tentang Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan dalam Proses PBJ
Kementerian PUPR Tahun 2022-2024, yaitu: '

1.

CEE AN

Penguatan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);

Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Budaya Anti Korupsi;

Pemantapan Keandalan Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri;

Peningkatan Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi;

Peningkatan Tata Kelola Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Proyek Strategis
Nasional (PSN};

Implementasi Budaya Sadar Risiko:

Penguatan Unit Kepatuhan Intern (UKI);



8. Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penerapan Continuous Audit and Continuous

Monitoring.

Dalam rangka membangun budaya sadar risiko di Kementerian PUPR, telah diterbitkan

NSPK terkait penerapan manajemen risiko di Kementerian PUPR:

1.

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/SE/M/2020
tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;

Surat Edaran Menteri Peketjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2021
tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat:

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/SE/M/2021
tentang Pedoman Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Surat Edaran Irjen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Tingkat Efektivitas
Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat;

Surat Inspektur Jenderal Nomor PW.0204-1j/1686 Tanggal 30 Desember 2022 Hal

Penyampaian Pedoman Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko:

Surat Inspektur Jenderal Nomor OR.0202-1j/1387 Tanggal 20 Oktober 2023 Hal
Penyampaian Pedoman Penilaian Risiko Korupsi (Corruption Risk Assesment).

Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang

mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pimpinan Instansi

Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko guna mengetahui risiko yang dihadapi untuk

kemudian ditetapkan respon terhadap risiko (risk response), serta kegiatan pengendalian

yang diperlukan.

Dalam rangka penilaian risiko, Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan:

1.

Tujuan Instansi Pemerintah, yang memuat pernyataan dan arahan yang spesifik,
terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu, dan wajib dikomunikasikan kepada
seluruh pegawai. Untuk mencapai tujuan Instansinya, Pimpinan Instansi Pemerintah
menetapkan:

a. Strategi operasional yang konsisten;

b. Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.



Tujuan pada tingkatan kegiatan, sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan
ketentuan sebagai berikut:

Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah;

Saling meiengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
Relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah:

Mengandung unsur kriteria pengukuran:;

Didukung sumber daya instansi Pemerintah yang cukup;

- o o0 T

Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

B. Dasar Hukum

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;

Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat;

. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat, dan perubahannya;

. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2021

tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaporan penerapan manajemen risiko secara umum adalah sebagai

sarana pemantauan penyelenggaraan dan evaluasi penerapan manajemen risiko agar

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan sesuai sasaran strategis yang

ditetapkan. Sehubungan dengan tujuan tersebut, laporan ini digunakan dalam rangka adalah

untuk:

1.

o

Mengkomunikasikan aktivitas Manajemen Risiko dan hasil keluaran Manajemen Risiko
ke internal UPR, UKI/UKI UPT, Sekretariat Jenderal selaku Koordinator Penerapan
Manajemen Risiko Kementerian PUPR, dan pemangku kepentingan terkait;
Memberikan informasi dalam mengambil keputusan untuk masalah yang sama di masa
depan; dan

Meningkatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Awal Manajemen Risiko Tahun 2023 Inspektorat Jenderal meliputi:

1.
2.

Perumusan Lingkup, Konteks, dan Kriteria
Penitaian Risiko meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko
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3. Respon Risiko
4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan UPR

E. Anggaran Manajemen Risiko

Pada tahun 2024, Inspektorat Jenderal telah merencanakan anggaran untuk
Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko sebesar Rp450.000.000,- (0,484% dari total
pagu Inspektorat Jenderal sebesar Rp92.932.883.000,-) yang dialokasikan kepada seluruh
Unit Kerja/Unit Pemilik Risiko, agar dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan dan
pemantauan manajemen risiko.

Alokasi Belanja mempertimbangkan dampak risiko dengan Kriteria Dampak Keuangan
Negara untuk tingkat Moderat (Tingkat 3) dengan dampak keuangan negara berada pada
range 0,25% < Dampak Keuangan Negara < 0,5% dari nilai belanja/aset/kegiatan lain yang
dikelola. Dari sisi analisis biaya dan manfaat, dapat dilakukan perbandingan sebagai berikut;

Nilai Manfaat / Biaya = dampak keuangan negara tingkat moderat maksimal x 100%
prosentase alokasi belanja Penyelenggaraan SPIP dan MR

(0,5% / 0,484%) x 100%
103,25%

n

Analisis Biaya Manfaat melebihi 100% maka alokasi belanja Penyelenggaraan SPIP dan

Manajemen Risiko dapat diterapkan.



BAB I
SEKILAS TENTANG MANAJEMEN RISIKO

A. Definisi Manajemen Risiko

Organisasi Pemerintah merupakan organisasi yang jangkauan pengelolaannya
sangat luas, baik dari lokasi, pegawai, anggaran, dan mandat mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan, hingga evaluasi. Dengan kondisi seperti
ini, Organisasi Pemerintah menghadapi berbagai risiko dalam penyelenggaran tugas dan
fungsinya untuk mencapai tujuan organisasi. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya
peristiwa atau kejadian yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Risiko yang
memiliki skala besar berdasarkan kemungkinan dan dampaknya dapat berdampak pada
tidak tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu, organisasi membutuhkan manajemen
risiko dalam rangka mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada dan memastikan
tujuan organisasi dapat tercapai. Manajemen Risiko adalah suatu proses mengidentifikasi,
menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan

keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.

B. Proses Manajemen Risiko

Dalam rangka melaksanakan RPJMN Tahun 2020 — 2024, Kementerian PUPR
mendorong peningkatan pengendalian intern melalui kebijakan *9 Strategi Pencegahan
Fraud Bidang Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR”, khususnya pada strategi ke
6 yaitu “Risk Management di Unit Organisasi, Balai, dan Satuan Kerja” pada Tahun 2020 -
2021. Pelaksanaan strateqgi ini dilanjutkan pada Tahun 2022 s.d. 2024 dengan diterbitkannya
Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/IN/M/2022 Tanggal 28
Desember 2022 Tentang Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan dalam Proses PBJ
Kementerian PUPR Tahun 2022-2024, khususnya pada strategi ke 6 yaitu "Implementasi
Budaya Sadar Risiko”.

Proses manajemen risiko harus dilakukan oleh seluruh pegawai di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan merupakan bagian terpadu dengan
manajemen secara keseluruhan yaitu perencanaan strategis, manajemen kinerja, dan
penganggaran. Proses manajemen risiko terdiri atas;

Komunikasi dan konsultasi

Perumusan Ruang Lingkup, Konteks, dan Kriteria
Penilaian Risiko

Respon Risiko

Pemantauan dan Tinjauan

S

Pencatatan dan Pelaporan



Dengan uraian sebagai berikut;

1.

2

Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi merupakan kegiatan penyampaian informasi dengan tujuan meningkatkan
kesadaran dan pemahaman risiko, sedangkan konsultasi merupakan aktivitas untuk
mencari informasi dan umpan balik untuk mendukung pengambilan keputusan.

Perumusan Ruang Lingkup, Konteks, dan Kriteria
Tujuan perumusan ruang lingkup, konteks, dan kriteria untuk menyesuaikan proses
manajemen risiko, mengaktifkan penilaian risiko yang efektif dan respon risiko yang
memadai. Ruang lingkup, konteks, dan kriteria mencakup penentuan ruang lingkup
proses dan pemahaman konieks eksternal dan internal. Uraian perumusan ruang
lingkup, konteks, dan kriteria sebagai berikut:
a. Perumusan Ruang Lingkup
Ruang lingkup perumusan Manajemen Risiko merupakan batasan tugas, fungsi, dan
mandat dimana Manajemen Risiko akan diterapkan. Ruang lingkup Manajemen
Risiko sebagai berikut:
1} Ruang lingkup Manajemen Risiko tingkat UPR Kementerian adalah Sasaran
Strategis (impact) Kementerian PUPR.
2) Ruang lingkup Manajemen Risiko UPR-T1 adalah Sasaran Program (oufcome)
pada tingkat Unit Organisasi.
3) Ruang lingkup Manajemen Risikko UPR-T2 merupakan Sasaran
Kegiatan/Output/Indikator pada Unit Eselon 1] atau UPT.
4) Ruang lingkup Manajemen Risiko UPR-T3 merupakan sasaran output pada
satuan kerja di bawah UPT.
b. FPerumusan Konteks Internal dan Eksternal
Perumusan konteks adalah proses menentukan batasan, parameter internal dan
eksternal yang dipertimbangkan dalam mengelola risiko organisasi untuk mencapai
tujuan/sasaran organisasi. Penetapan konteks menggunakan Rencana Strategis,
Rencana Kerja Tahunan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta Dokumen Isian
Pelaksanaan Anggaran.
c. Perumusan Kriteria Risiko
Kriteria risiko adalah parameter atau ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif,
yang digunakan untuk menentukan level kemungkinan terjadinya risiko dan level

dampak atas suatu risiko. Kategori risiko terbagi menjadi antara lain:



1)

2)

3)

4)

9)

7)

Risiko Keuangan

Risiko yang berkaitan dengan kerangka penganggaran, penerimaan negara
bukan pajak, dan pengeluaran yang berkaitan dengan kekayaan negara yang
meliputi BMN, kekayaan negara yang dipisahkan, investasi pemerintah, dan
kekayaan negara lainnya.

Risiko Reputasi

Risiko yang berkaitan dengan persepsi atau tingkat kepercayaan pemangku
kepentingan eksternal terhadap organisasi.

Risiko FraudfKecurangan

Risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan,
niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penyembunyian atau
penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk
memperoleh keuntungan secara tidak sah yang berupa uang, barang/harta, jasa,
dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih di
lingkungan organisasi.

Risiko Hukum

Risiko yang berkaitan dengan tuntutan/gugatan hukum dan upaya hukum lainnya
kepada organisasi atau jabatan.

Risiko Kecelakaan Kerja

Risiko yang berkaitan dengan cedera dan/atau gangguan kesehatan baik fisik
maupun mental yang dialami pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
Risiko Layanan

Risiko yang berkaitan dengan simpangan dari standar layanan yang ditetapkan.
Risiko Kinerja

Risiko yang berkaitan dengan tidak tercapainya sasaran atau target kinerja yang

ditetapkan dalam kontrak kinerja atau target kinerja lainnya.

Untuk mengoptimalkan proses identifikasi risiko, terdapat syarat jumlah minimal

kategori risiko yang harus dipenuhi:

UPR Kementerian 1| 5 (lima) Kriteria Risiko
UPR T-1 1 |4 (empat} Kriteria Risiko
UPRT-2dan UPRT-3 | : | 3 (tiga) Kriteria Risiko




3. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adaiah proses menyeluruh dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan

evaluasi risiko. Uraian proses penilaian risiko sebagai berikut:

a.

b.

identifikasi Risiko
Dalam mengidentifikasi risiko agar memperhatikan risiko pada setiap tahapan
[dentifikasi

mencakup pemyataan risiko, penyebab, maupun dampak risiko. Perumusan

kegiatan vyaitu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, risiko
pernyataan risiko, penyebab, dan dampak risiko dapat menggunakan berbagai
metode analisis masalah, misainya diagram fishbone, pohon masalah, atau analisis

akar masalah.

Analisis Risiko

Tujuan analisis risiko adalah menentukan besaran dan level risiko. Analisis risiko
dilaksanakan dengan cara menentukan Level Kemungkinan dan Level Dampak
terjadinya Risiko berdasarkan Kriteria Risiko, setelah mempertimbangkan keandalan
pengendalian yang ada. Kriteria penilaian level kemungkinan dijelaskan sebagai
berikut:

Kriteria Kemungkinan
Level
lebih ditoleransi toleransi rendah
Jumlah
Persentase Frekuensi
Hampir 1 X < 1%; x<2kalidalam | <1 kejadian
tidak terjadi 1 tahun dalam lebih dari 5
tahun terakhir
Jarang terjadi 2 1% <x= | 2<x=5kali 1 kejadian dalam
lebih dari 5 tahun
10%; dalam 1 tahun terakhir
Kadang terjadi 3 10% <x < | 6<x=9kali 1 kejadian dalam
lebih dari 3 tahun
20%; dalam 1 tahun terakhir
Sering terjadi 4 0% <x= | 10<x=12 1 kejadian dalam
) lebih dari 2 tahun
50%; il IEaleTi 1l terakhir
tahun
Hampir Pasti 5 x>50%; | x>12kali = 1 kejadian
terjadi dalam 1 tahun dalam lebih dari 1
tahun terakhir
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Sedangkan kriteria penilaian dampak risiko diklasifikasikan sesuai area dampak

dengan prioritas secara berurutan. Area dampak risiko diurutkan dari bobot tertinggi

hingga terendah meliputi:

1)

2)

3)

4)

6)

Keuangan Negara
Dampak risiko beban keuangan mencakup:
a) Fraud (Kecurangan)
Pengukuran dampak Risike berdasarkan angka mutiak sebagaimana dalam
tabel Kriteria Dampak
b) MNon fraud (Bukan Kecurangan)
Beban keuangan non fraud dibedakan menjadi non fraud penerimaan atau
pembiayaan dan non fraud lainnya. Non fraud lainnya mencakup dampak
atas beban keuangan negara selain yang disebabkan dari potensi hilangnya
penerimaan atau beban atas pembiayaan.
Reputasi
Dampak Risiko berupa citra/nama baik/wibawa Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat
menurun atau tidak meningkat.
Hukum
Dampak Risiko berupa sanksi pidana, perdata, dan/ atau administratif. Dampak
Risiko berupa ancaman hukuman yang dijatuhkan atas perkara di pengadilan
baik menyangkut pegawai atau organisasi.
Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja
Dampak Risiko berupa kematian, cedera dan/ atau gangguan kesehatan baik
fisik maupun mental yang dialami pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan
termasuk didalamnya kecelakaan kerja.
Gangguan Layanan Organisasi
Dampak Risiko berupa simpangan waktu layanan dari standar layanan yang
ditetapkan. Standar layanan merupakan dokumen yang telah ditetapkan oleh
pejabat berwenang (contoh: standar terkait waktu atau kualitas layanan).
Penurunan Kinerja
Dampak Risiko berupa tidak tercapainya sasaran atau target kinerja yang
ditetapkan dalam kontrak kinerja atau target kinerja lainnya

Evaluasi Risiko

Evaluasi risiko dilakukan dengan menentukan prioritas risiko berdasarkan besaran

level risiko. Hasil dari evaluasi risiko adalah daftar prioritas risiko berdasarkan

informasi yang telah diperoleh dari hasil identifikasi risiko dan analisis risiko serta
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pertimbangan selera risiko yangkemudian akan menjadi masukan bagi proses

penentuan rencana respon risiko.

Adapun penentuan level risiko ditentukan berdasarkan besaran nilai risiko dengan

kriteria sebagai berikut:

Level Risiko Besaran Risiko Warna
Sangat Tinggi (5) 20s.d. 25 Merah
Tinggi (4) 16 s.d. 19 Orange
Sedang (3) 11sd. 15 Kuning
Rendah (2) 6s.d. 10 Hijau Muda
Sangat Rendah (1) 1s.d.5 Hijau Tua

Penentuan nilai besaran risiko ditentukan berdasarkan tabel berikut ini

Tingkat Dampak
Matriks Analisis 1 2 3 4 5
Risikc 5x 5 Tidak :
Signifikan Minor | Moderat
Hampir
5| pasti |11 15 18
terjadi
Sering
4 | terjadi

Kadang
terjadi

Jarang
2 terjadi

Tingkat Kemunghkinan
w

Hampir
1 tidak
terjadi

GarisToleransi . -

4. Respon Risiko

Respon risiko dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Mengurangi Kemungkinan Terjadinya Risiko, yaitu respon terhadap penyebab risiko
agar kemungkinan terjadinya risiko semakin kecil.

b. Mengurangi Dampak Risiko, yaitu respon terhadap dampak risiko agar dampak risiko
semakin kecil.

c. Membagi Risiko, yaitu respon risiko dengan memindahkan sebagian atau seluruh
risiko, kepada instansifentitas lain.
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d. Menghindari Risiko, yaitu respon risiko dengan tidak melakukan atau menghentikan
kegiatan yang akan menimbulkan risiko.
e. Menerima Risiko, yaitu respon risiko dengan tidak melakukan tindakan apapun

terhadap risiko pada Besaran/Level Risiko yang dapat diterima.

Prioritas opsi respon risika dipilih berdasarkan urutan opsi respon sebagaimana tersebut

di atas. Respon Risiko dapat merupakan kombinasi beberapa opsi.

. Pemantauan dan Tinjauan

Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi Manajemen Risiko
berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi
penyempurnaan proses Manajemen Risiko. Pemantauan, Pengendalian, dan
Pengawasan dilaksanakan oleh UPR, UKI, dan Inspektorat Jenderal selaku APIP.

. Pencatatan dan Pelaporan
Proses dan hasil keluaran Manajemen Risiko didokumentasikan dan dilaporkan melalui
mekanisme yang sesuai dan dilaksanakan sepanjang periode dalam seluruh proses

Manajemen Risiko.
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BAB il
UNIT PEMILIK RISIKO

A. Struktur Unit Pemilik Risiko
Proses manajemen risiko harus dilakukan oleh seluruh pegawai di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan merupakan bagian terpadu dengan
manajemen secara keseluruhan yaitu perencanaan strategis, manajemen kinerja, dan
penganggaran. Unit Pemilik Risiko (UPR) pada Kementerian PUPR terdiri atas 4 tingkat
yaitu:
a. Tingkat Kementerian disebut UPR Kementerian
1} Pemilik Risiko : Menteri
2) Pengelola Risiko : Sekretaris Jenderal

b. Tingkat Unit Organisasi (Eselon |) disebut UPR-T1
1) Pemilik Risiko : Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi

2) Pengelola Risiko : Sekretaris Unit Organisasi

c. Tingkat Unit Kerja Eselon Il atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) setingkat Eselon |I/Eselon
IIl disebut UPR-T2
1) Pemilik Risiko : Pimpinan Unit Kerja Eselon |l atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) tingkat
Eselon |l/Eselon IlI
2) Pengelola Risiko : Pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon Il atau Unit

Pelaksana Teknis

d. Tingkat Satuan Kerja dibawah Unit Pelaksana Teknis disebut UPR-T3. Pemilik dan
Pengelola Risiko adalah Kepala Satuan Kerja.

Struktur Pengelolaan Manajemen Risiko UPR-T1 di Inspektorat Jenderal adalah

sebagaimana tabel dibawabh ini:

NO NAMA JABATAN PERAN

UPR-T1 INSPEKTORAT JENDERAL

1. Inspektur Jenderal Pemilik Risiko
2. | Sekretaris Inspektorat Jenderal Pengelola Risiko

sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 6.1/KPTS/1J/2023
Tentang Penetapan Pemilik Risiko dan Pengelola Risiko Unit Pemilik Risiko Tingkat | {(UPR
-T1) Inspektorat Jenderal.

Sementara itu, Strukiur Pengelolaan Manajemen Risiko UPR-T2 di Inspektorat Jenderal

adalah sebagaimana tabel dibawzh ini:
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a. Sekretariat Inspektorat Jenderal

NO NAMA JABATAN PERAN
Sekretariat Inspektorat Jenderal Pemilik Risiko
Kepala Bagian Program, Perencanaan, dan Keuangan Pengelola Risiko
Kepala Bagian Evaluasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengelola Risiko
Pemantauan

4. | Kepala Bagian Hukum, Kepatuhan Intern, dan Pengelola Risiko
Komunikasi Publik

5. | Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Pengelola Risiko

sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor
29/KPTS/15/2022 Tentang Penetapan Unit Pemilik Risiko Tingkat Unit Kerja Eselon I
(UPR-T2) Sekretariat Inspektorat Jenderal.

b. Inspektorat |

NO NAMA JABATAN PERAN

1. | Inspektur | Pemilik Risiko
2. | Koordinator Kantor Pusat Pengelola Risiko
3. | Koordinator Wilayah Sumatera Pengelola Risiko
4. | Koordinator Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Pengelola Risiko
5. | Koordinator Wilayah Kalimantan dan Sulawesi Pengelola Risiko
6. | Koordinator Wilayah Maluku dan Papua Pengelola Risiko
7. | Kasubbag TU Inspektorat | Pengelola Risiko

sebagaimana dituangkan dalam Laporan Awal dan Komitmen Manajemen Risiko
Inspektorat | Tahun 2024.

c. Inspektorat I

NO NAMA JABATAN PERAN

1. | Inspektur I Pemilik Risiko
2. | Koordinator Kantor Pusat Pengelola Risiko
3. | Koordinator Wilayah Sumatera Pengelola Risiko
4. | Koordinator Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Pengelola Risiko
5. | Koordinator Wilayah Kalimantan dan Sulawesi Pengelola Risiko
6. | Koordinator Wilayah Maluku dan Papua Pengelola Risiko
7. | Kasubbag TU Inspektorat [I Pengeloia Risiko

sebagaimana dituangkan dalam Laporan Awal dan Komitmen Manajemen Risiko
Inspektorat || Tahun 2024.
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d.

e.

f.

Inspektorat Il

NO NAMA JABATAN PERAN

1. | Inspektur 11l Pemilik Risiko
2. | Koordinator Kantor Pusat Pengelola Risiko
3. | Koordinator Wilayah Sumatera Pengelola Risiko
4. | Koordinator Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Pengelola Risiko
5. | Koordinator Wilayah Kalimantan dan Sulawesi Pengelola Risiko
6. | Koordinator Wilayah Maluku dan Papua Pengelola Risiko
7. | Kasubbag TU Inspektorat Il| Pengelola Risiko

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Inspektur (Il Nomor 1/KPTS/IC/2023 tentang
Penetapan Pengelola Risiko Unit Pemilik Risiko — Tingkat 2 Inspektorat Ill Inspekiorat

Jenderal Kementerian PUPR Tahun 2023.

Inspektorat IV

NO NAMA JABATAN PERAN

1. | Inspektur IV Pemilik Risiko
2. | Koordinator Kantor Pusat Pengelola Risiko
3. | Koordinator Wilayah Sumatera Pengelola Risiko
4. | Koordinator Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Pengelola Risiko
5. | Koordinator Wilayah Kalimantan dan Sulawesi Pengelola Risiko
6. | Koordinator Wilayah Maluku dan Papua Pengelola Risiko
7. | Kasubbag TU Inspektorat IV Pengelola Risiko

sebagaimana dituangkan dalam Laporan Awal dan Komitmen Manajemen Risiko
Inspektorat IV Tahun 2024.

Inspektorat V

NO NAMA JABATAN PERAN

1. | Inspektur IV Pemilik Risiko
2. | Koordinator Bidang Setjen, Itjen, BPIW, dan BPSDM Pengelola Risiko
3. | Koordinator Bidang Bina Konstruksi | Pengelola Risiko
4. | Koordinator Bidang Bina Konstruksi i Pengelola Risiko
5. | Koordinator Bidang Bina Konstruksi Ml Pengelola Risiko
6. | Koordinator Bidang Mandatory Keuangan, Reformasi Pengelola Risiko

Birokrasi, Perencanaan dan Pelaporan Kinerja
7. | Kasubbag TU Inspektorat V Pengelofa Risiko

sebagaimana ditetapkan melalui Surat Perintah inspektur V Nomor 2/SPRIN/le/2023

tentang Penetapan Pemilik dan Pengelola Risiko di Lingkungan Inspektorat V.
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g.

Inspektorat VI

NO NAMA JABATAN PERAN
Inspektur VI Pemilik Risiko
Koordinator Bidang Investigasi Pengelola Risiko
Koordinator Bidang Pengembangan Manajemen Risiko, Pengelola Risiko
Kepatuhan intern, dan Teknologi Informasi Pengawasan

4. | Kasubbag TU Inspektorat VI Pengelola Risiko

sebagaimana dituangkan dalam Laporan Awal dan Komitmen Manajemen Risiko
Inspekiorat V| Tahun 2024.

B. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Pemilik Risiko meliputi:

1.
2.
3.

Menetapkan register risiko dan rencana respon berdasarkan sasaran organisasi;
Melaksanakan, memantau, dan mereviu penerapan Manajemen Risiko;

Menyusun Laporan Penerapan Manajemen Risiko dan menyampaikan secara berjenjang
kepada pimpinan tingkat lebih tinggi;

Mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan
dan mendelegasikan pelaksanaan respon;

Melakukan monitoring dan evaluasi atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko dalam

lingkup unit kerja UPR yang bersangkutan.,

Tugas dan tanggung jawab Pengelola Risiko mefiputi:

1.
2,

Menyusun konsep profil dan rencana respon berdasarkan sasaran organisasi:
Menyusun konsep Laporan Penerapan Manajemen Risiko dan menyampaikan kepada
pimpinan UPR;

Membantu penyelarasan manajemen risiko unit dengan unit pada level yang lebih tinggi,
unit pada level yang lebih rendah, dan unit terkait lainnya; dan

Mengkoordinasikan dan mengadministrasikan proses manajemen risiko di unit tersebut.
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BAB IV
PROFIL MANAJEMEN RISIKO

A. Ruang Lingkup
Dalam mendukung pencapaian Sasaran Kementerian PUPR, Inspektorat Jenderal
berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Strategis ke 5 (SS-5) “Meningkatnya Kualitas
Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya”, melalui Sasaran Program
(SP) “Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya” dengan
indikator Kinerja Program “Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR”.
Dalam pencapaian tujuan tersebut, Inspektorat Jenderal didukung Unit Kerja Eselon I

dengan rincian sebagai berikut:

1. Inspektorat |
Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program Inspektorat Jenderal,

Inspektorat | mempunyai Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Cara Perhitungan
1.1 | Tingkat Kualitas Persentase e Hasil Telaah Sejawat internal proses
Pengawasan Tingkat Kualitas AREPP Inspektorat | dengan nilai 80;
Kinerja dan Pengawasan » Persentase Pengawasan di Inspektorat
Keuangan di Kinerja dan | sebesar 90%;
Wilayah Keuangan di e Tingkat  Penanganan  Pengaduan
Pengawasan Wilayah Masvarakat  sebesar 95%  dari
Inspektorat ! Pengawasan pengaduan;
Inspektorat | ¢ Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi
dengan target Laporan Hasil Pengawasan Inspekiorat
87% | sebesar €5% jumlah rekomendasi;

» Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan
MR terhadap Unit Organisasi yang
diawasi:

o Kesesuaian penilaian evaluasi lijen
(infernal assessment) dengan hasil
penilaian BPKP (Quality Assurance)
sebesar 95%,

o Tingkat efektivitas penerapan MR
UPR T-1 level 4;

o Persentase Penerapan Manajemen
Risiko 85%.

2. Inspektorat li

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program Inspektorat Jenderal,

Inspektorat | mempunyai Sasaran Kegiatan sebagai berikut:
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No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Cara Perhitungan
1.2 | Tingkat Kualitas Persentase e Hasil Telaah Sejawat Internal proses
Pengawasan Tingkat Kualitas AREPP Inspektorat | dengan nilai 90;
Kinerja dan Pengawasan e Persentase Pengawasan di Inspektorat
Keuangan di Kinerja dan | sebesar 90%;
Wilayah Keuangan di eTingkat Penanganan  Pengaduan
Pengawasan Wilayah Masyarakat sebesar 95%  dari
Inspektorat | Pengawasan pengaduan,
Inspektorat | ¢ Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi
dengan target Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat
87% | sebesar 65% jumlah rekomendast;

e Hasil Pengawasan Penerapan SPIP
dan MR terhadap Unit Organisasi yang
diawasi:

o Kesesuaian penilaian evaluasi lijen
{internal assessment) dengan hasil
penilaian BPKP (Quality Assurance)
sebesar 95%;

o Tingkat efektivitas penerapan MR
UPR T-1 level 4;

o Persentase Penerapan Manajemen
Risiko 85%.

Inspektorat 11

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program Inspekiorat Jenderal,

Inspektorat Il mempunyai Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

No

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Cara Perhitungan

1.3

Tingkat Kualitas
Pengawasan
Kinerja dan
Keuangan di
Wilayah
Pengawasan
Inspektorat |

Persentase Tingkat
Kualitas
Pengawasan
Kinerja dan
Keuangan di
Wilayah
Pengawasan
Inspektorat |
dengan target 87%

¢ Hasil Telaah Sejawat Internal proses
AREPP Inspekiorat | dengan nilai 90

» Persentase Pengawasan di
Inspektorat | sebesar 90%;

¢ Tingkat Penanganan Pengaduan
Masyarakat sebesar 95% dari
pengaduan;

e Persentase Tindak Lanjut
Rekocmendasi Laporan Hasil
Pengawasan Inspekiorat | sebesar

65% jumiah rekomendasi;

¢ Hasil Pengawasan Penerapan SPIP
dan MR terhadap Unit Organisasi yang
diawasi:

o Kesesuaian penilaian evaluasi ltjen
{(internal assessment) dengan hasil
penilaian BPKP (Quality
Assurance) sebesar 95%;,

o Tingkat efektivitas penerapan MR
UPR T-1 level 4,

o Persentase Penerapan Manajemen
Risiko 85%.
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4. Inspektorat |V

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program Inspekiorat Jenderal,

Inspektorat IV mempunyai Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

No

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Cara Perhitungan

1.4

Tingkat Kualitas
Pengawasan Kinerja
dan Keuangan di
Wilayah
Pengawasan
Inspekiorat |

Persentase Tingkat
Kualitas
Pengawasan Kinerja
dan Keuangan di
Wilayah
Pengawasan
Inspektorat | dengan
target 87%

o Hasil Telaah Sejawat Internal proses
AREPP Inspektorat | dengan nilai 90;

o Perseniase Pengawasan di
Inspektorat | sebesar 90%;

e Tingkat Penanganan Pengaduan
Masyarakat sebesar 95% dari
pengaduan;

® Persentase Tindak Lanjut
Rekomendasi Laporan Hasil
Pengawasan Inspektorat | sebesar
65% jumlah rekomendasi;

# Hasil Pengawasan Penerapan SPIP
dan MR terhadap Unit Organisasi

yang diawasi:

o Kesesuaian penilaian evaluasi
jen (infernal assessment)
dengan hasil penilaian BPKP
(Quality Assurance) sebesar
95%;

o Tingkat efektivitas penerapan MR
UPR T-1 level 4;

o Persentase Penerapan

Manajemen Risiko 85%.

5. Inspektorat V

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program Inspektorat Jenderal,

inspektorat V mempunyai Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

No

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Cara Perhitungan

1.5

Tingkat Kualitas
Pengawasan
Kinerja dan
Keuangan di
Wilayah
Pengawasan
Inspektorat |

Persentase Tingkat
Kualitas
Pengawasan Kinerja
dan Keuangan di
Wilayah
Pengawasan
Inspektorat | dengan
target 87%

e Hasil Telaah Sejawat Internal proses
AREPP Inspektorat | dengan nilai 90;

¢ Persentase Pengawasan di
Inspekiorat | sebesar 90%,;

e Tingkat Penanganan Pengaduan
Masyarakat sebesar 95% dari
pengaduar;

e Persentase Tindak Lanjut
Rekomendasi Laporan Hasil
Pengawasan Inspektorat | sebesar
65% jumiah rekomendasi;

e Hasil Pengawasan Penerapan SPIP
dan MR terhadap Unit Organisasi
yang diawasi:
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8.

No | Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Cara Perhitungan

o Kesesuaian penilaian evaluasi
Hjen {infernal assessment)
dengan hasil penilaian BPKP
(Quality Assurance) sebesar 95%;

o Tingkat efektivitas penerapan MR
UPR T-1 level 4;

o Persentase Penerapan
Manajemen Risiko 85%.

Inspektorat Vi

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program Inspektorat Jenderal,

Inspektorat VI mempunyai Sasaran Kegiatan sebagai berikut;

No | Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Cara Perhitungan

Inspekiorat VI

1.6 | Tingkat Kualitas
Pengawasan di

Persentase Tingkat
Kualitas
Pengawasan di
Inspektorat VI
dengan target 90%

e Hasil Telaah Sejawat Internal
proses AREPP Inspektorat VI
senilai 90;

o Pelaksanaan  Audit  Investigatif
sebesar 90%;
e Rekomendasi Laperan Hasil

Pengawasan Inspektorat VI yang
ditindakianjuti sebanyak 65% dari
jumlah rekomendasi;

e Penghargaan/Predikat menuju
WBK dan WBBM yang diperoleh
sebanyak 9 satker;

» Rekomendasi Pengembangan
Pengawasan sebanyak 2
rekomendasi:

e Survey Penilaian Integritas dengan
skor 77.

7. Sekretariat Inspektorat Jenderal
Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program Inspekiorat Jenderal,

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja

sebagai berikut:

No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Cara Perhitungan
1.7 | Tersedianya Tersusunnya ¢ Tersusunnya dokumen perencanaan
dokumen dokumen pengawasan tahunan sebanyak 1
perencanaan dan perencanaan dan dokumen;
regulasi regulasi e Jumlah penyusunan dan perubahan
pengawasan pengawasan regulasi pengawasan sebanyak 1
sebanyak 2 dokumen.
dokumen
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No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Cara Perhitungan

2 Dukungan Tingkat Dukungan | e Tingkat Kualitas Pembinaan dan
Manajemen Bidang | Manajemen dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas,
Pengawasan Pelaksanaan Kearsipan, Penatausahaan Barang

Tugas Teknis Milik Negara, dan Pengelolaan
Lainnya sebesar Ketatausahaan sebesar 93%;
93% o Tingkat Layanan Pengelolaan

Kelembagaan dan Jabatan Fungsicnal
serta Pengadminisirasian Pegawai
sebesar 90%;

e Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran
sebesar 90%;

¢ Tingkat Kualitas Perencanaan
Anggaran sebesar 90%;

e Kategori SAKIP Itjen Kementerian
PUPR adalah "A”";

e Tingkat Efektivitas Penerapan MR
UPR-T1 itjen oleh APIP Level 4;

e Tingkat Penyelenggaraan Kemunikasi
Publik bidang Pengawasan sebanyak 1
dekumen;

e Tingkat Penyelesaian Penyusunan
Praduk Hukum bidang Pengawasan
Intern sebanyak 1 dokumen;

» Tingkat Layanan Kepatuhan Intern
Inspektorat Jenderal sebesar 80%;

& Tersusunnya [khtisar Hasil
Pengawasan (IHF Pengaduan, HP,
IHP BPKP) sebanyak 3 dokumen;

¢ Tersusunnya Dokumen Hasil
Pemantauan dan Evaluasi Tindak
Lanjut Hasil Pengawasan [nspektorat
Jenderal, BPKP, dan Pemeriksaan BPK
RI sebanyak 2 dokumen;

e Tingkat Fasilitasi Peningkatan |ACM
Inspektorat  Jenderal Kementerian
PUPR sebesar 100%.

B. ldentifikasi Risiko
Untuk mencapai Sasaran Program tersebut, Inspektorat Jenderal melaksanakan tugas
penyelenggaraan pengawasan intern di Kementerian PUPR. Berdasarkan hasil identifikasi
risiko yang telah dilakukan di tingkat UPR-T2 pada Inspekicrat Jenderal, terdapat 180

pernyataan risiko dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah

Unit Pemilik Risiko-T2 Pernyataan Risiko

Inspektorat | 18
Inspektorat Il 16
Inspektorat 111 8
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Unit Pemilik Risiko-T2

Jumlah

Pernyataan Risiko

Inspektorat IV 17
Inspektorat V 15
Inspekiorat VI 55
Sekretariat Inspektorat Jenderal 53
Jumlah 180

Berdasarkan pernyataan risiko tersebut, diperoleh kategori risiko sebagai berikut:

Kategori Risiko Jumlah
Keuangan 5
Reputasi 9
FraudfKecurangan 13
Hukum 1
Kecelakaan Kerja 1
Layanan 18
Kinerja 133

Jumlah 180

Berdasarkan kategori risiko yang ditetapkan, diperoleh data level risiko yang telah direspon

setelah menggunakan inovasi pengendalian, sebagai berikut:

Kategor Level Risikc_:i__ SRR
Risiko Tinggi  Rendah el

Keuangan - - - 3 2 5
Reputasi - - - 8 1 9
Fraud - - - 9 4 13
Hukum - - - - 1 1
Kecelakaan - - - 1 - 1
Kerja
Layanan - - - 9 9 18
Kinerja - 3 4 73 53 133

Jumlah - 3 4 103 70 180

C. Penilaian Risiko
Memperhatikan hasil evaluasi dan pemantauan risiko tahun sebelumnya, hasil evaluasi
IACM dan rekomendasi area of improvement dari BPKP, dan hasil identifikasi risiko pada
tingkat UPR T-2, serta berdasarkan pertimbangan:
1. Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program Unit Organisasi yang ingin dicapai;
2. Pernyataan risiko yang tidak dapat ditangani pada tingkat UPR T-2 sehingga
memerlukan koordinasi antara UPR selevel dalam pelaksanaan inovasi

pengendaliannya;
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3. Hasil analisis penetapan risiko yang ditetapkan oleh Pimpinan UPR,

berikut ini adalah pernyataan risiko dan rencana inovasi pengendalian yang akan diterapkan

untuk mengurangi level risiko untuk UPR T-1 Inspektorat Jenderal:

Pernyataan Risiko dan

Respon

(Risiko Fraud)

No Kategori Risiko Inovasi Pengendalian Risiko
SP:
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya
IKP :
Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR

1. Elemen Peran dan Layanan |a. Pelaksanaan Mengurangi
pada  Kapabilitas APIP Pendampingan Pra dampak
(IACM) belum mencapai Kontrak;

Level 4 (Risiko Reputasi) b. Pelaksanaan Audit Kinerja
untuk Program Strafegis
Lintas Unor;
¢. Pemantauan terhadap
rekomendasi strategis
untuk unit crganisasi.

2 Keterlambatan pelaksanaan | Tidak menambahkan inovasi Menerima
proses penilaian Kapahilitas | pengendalian karena alat Risiko
APIP (JACM) oleh BPKP | pengendalian yang ada sudah
sebagai Mitra Pembina | memadai.

(Risiko Kinerja)

i Potensi tidak tercapainya |a. Surat Edaran lfen tentang Mengurangi
kualitas pengawasan kinerja Pedoman Program kemungkinan
dan  keuangan  Tingkat Pengembangan dan dan
Kementerian (Risiko Kinerja) Penjaminan Kualitas; mengurangi

b. Revisi Pedoman Audit dampak
Kinerja (Surat Edaran Irjen
Nomor 04 Tahun 2019);
¢. Surat Edaran Irjen tentang
Pedoman Reviu RKA-KL;
d. Rapermen PUPR
Pedoman Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat.

4, Potensi Laporan Keuangan | Tidak menambahkan inovasi Menerima
tidak andal (Risiko | pengendalian karena alat Risiko
Keuangan) pengendalian yang ada sudah

memadai.

5 | Penyalahgunaan honor | Sosialisasi Anti Fraud Mengurangi

kegiatan dan perjalanan dinas | menggunakan Media Banner. kemungkinan

24




Data penerapan Manajemen Risiko Inspektorat Jenderal yang meliputi:

Ty Perumusan Lingkup, Konteks, dan Kriteria;

2) Penilaian Risiko meliputi Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, dan Evaluasi Risiko;

3) Respon Risiko,

4} Jadwal Pelaksanaan Kegiatan UPR

5) Usulan Pernyataan Risiko dan Peta Profil Risiko untuk Tingkat Kementerian,

adalah sebagaimana diuraikan dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari

laperan ini.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pernyataan Risiko dan Inovasi Pengendalian UPR-T1 Inspektorat Jenderal Tahun 2024

adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan Risiko pada tingkat UPR-T1 Inspektorat Jenderal adalah:

a.

d.

e.

Elemen Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP (IACM) belum mencapai level 4
(Risiko Reputasiy;

Keterlambatan pelaksanaan proses penilaian Kapabilitas APIP ({ACM) oleh BPKP
sebagai Mitra Pembina (Risiko Kinerja);

Potensi tidak tercapainya kualitas pengawasan kinerja dan keuangan Tingkat
Kementerian (Risiko Kinerja);

Potensi Laporan Keuangan tidak andal (Risiko Keuangan);

Penyalahgunaan honor kegiatan dan perjalanan dinas (Risiko Fraud).

2. Pernyataan Risiko pada tingkat UPR-T1 Inspektorat Jenderal yang diusulkan sebagai

risiko tingkat Kementerian adalah:

a.

b.

Elemen Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP (IACM) belum mencapai level 4
(Risiko Reputasi);
Potensi tidak tercapainya kualitas pengawasan kinerja dan keuangan Tingkat

Kementerian (Risiko Kinerja).

3. Inovasi pengendalian yang diusulkan untuk mengurangi dampak dan/atau kemungkinan

risiko sebagai berikut:

a.

b.

Pernyataan risiko * Elemen Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP (JACM) belum
mencapai level 4", direncanakan 3 (tiga) inovasi pengendalian, yaitu:

1) Pelaksanaan Pendampingan Pra Kontrak,

2) Pelaksanaan Audit Kinerja untuk Program Strategis Lintas Unor;

3} Pemantauan terhadap rekomendasi strategis untuk unit organisasi.

Pemyataan risiko "Keterlambatan pelaksanaan proses penilaian Kapabilitas APIP
(IACM) oleh BPKP sebagai Mitra Pembina” tidak ditambahan inovasi pengendalian
karena berdasarkan identifikasi dan evaluasi risiko, alat pengendalian yang ada telah
mampu menurunkan risiko sehingga berada pada Level Rendah.

Pernyataan risiko "Potensi tidak tercapainya kualitas pengawasan kinerja dan
keuangan Tingkat Kementerian”, direncanakan 4 (empat) inovasi pengendalian,

yaitu:
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d.

1) Surat Edaran Inspektur Jenderal tentang Pedoman Program Pengembangan
dan Penjaminan Kualitas;

2) Revisi Pedoman Audit Kinerja (Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor
04/SE/NJI2019);

3} Surat Edaran inspekiur Jenderal tentang Pedoman Reviu RKA-KL;

4) Rapermen PUPR Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.

Pernyataan risiko "Potensi Laporan Keuangan tidak andal”, tidak ditambahkan

inovasi pengendalian karena berdasarkan identifikasi dan evaluasi risiko, alat

pengendalian yang ada telah mampu menurunkan risiko sehingga berada pada Level

Rendah.

Pernyataan risiko “Penyalahgunaan honor kegiatan dan perjalanan dinas”,

direncanakan 1 (satu) inovasi pengendalian, berupa Sosialisasi Anti Fraud

menggunakan Media Banner.

4. Pernyataan risiko telah disusun mengikuti beberapa rekomendast antara lain:

a.

B. Saran

Elemen Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP (IACM) belum mencapai level 4
{Risiko Reputasi), merupakan risiko positif/peluang untuk peningkatan kapabilitas
APIP sehingga mencapai nilai yang sempurna pada Level insfitutionalized (Level 4).
Hasil evaluasi |IACM Tahun 2023 telah menetapkan Inspekicrat Jenderal
mendapatkan Level 4, dengan penilaian Elemen Peran dan Layanan pada Level 3.

Keterlambatan pelaksanaan proses penilaian Kapabilitas APIP (IACM) oleh BPKP
sebagai Mitra Pembina (Risiko Kinerja) merupakan identifikasi risiko kemitraan
sesuai rekomendasi hasil Evaluasi IACM Tahun 2023 terkait optimalisasi koordinasi
dan sinergi dengan lembaga mitra;

Penyalahgunaan honor kegiatan dan perjalanan dinas (Risiko Fraud) merupakan
identifikasi atas risiko korupsi sesuai dengan amanat Surat Inspektorat Jenderal
Nomor OR.0202-1j/1387 Tanggal 20 Oktober 2023 Hal Penyampaian Pedoman
Penilaian Risiko Korupsi {Corruption Risk Assesment).

Dalam mewujudkan efektivitas penerapan manajemen risiko di UPR-T1 Inspektorat Jenderal

disusun rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan secara periodik terkait pelaksanaan Inovasi Pengendalian yang

ada disertai dokumentasi terhadap bukti inovasi pengendalian;

2. Melakukan pemantauan secara periodik atas level risiko terhadap pernyataan risiko

sehingga dapat dilakukan mitigasi untuk mengurangi kemungkinan dan/atau dampak

risiko yang ada;
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3. Terhadap kejadian yang timbul di luar pernyataan risiko yang sudah diidentifikasi agar
dicatat dan diusulkan menjadi pernyataan risiko baru, untuk dilakukan verifikasi oleh UKI
sesuai ketentuan dalam SE Menteri PUPR Nomor 4/SE/M/2021.
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LAMPIRANI
KOMITMEN MANAJEMEN RISIKO UPR-T1
INSPEKTORAT JENDERAL
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Nama Pemilik Risiko

NIP Pemilik Risiko
Jabatan Pemilik Risiko
Nama Pengelola Risiko
NIP Pengelola Risiko
Jabatan Pengelola Risiko
Periode Penerapan

Ir. T. Iskandar, MT
196408161992031003
Inspektur Jenderal

Bimo Adi Nursanthyasto
1971062191999031003
Sekretaris Inspektorat Jenderal
2024

Sasaran Indikator Sasaran
Tingkat Sé;ast:g:.f In diﬁ;rtitfﬁli?\lerja Kegiatan Utama Tujuan Kegiatan Utama
Program Program
Unit 88 1. | Persentase
Organisasi | Meningkatnya Kualitas
Kualitas Tata Pengawasan
:;l'lz::;i:orat Kelola Intern dalam
Jenderal Kementerian Penyelenggar
PUPR dan aan
Tugas Teknis Infrastruktur
Lainnya
SP Tingkat Kualitas
Meningkatnya | Pengawasan
Dukungan Intern
Manajemen Kementerian
dan Tugas PUPR
Teknis Lainnya | 1 | Tingkat Peningkatan Tercapainya level IACM
Kapabilitas kapabilitas ltjen sesuai dengan target yaitu
Itien (Leve! berdasarkan level 4
Internal Audit | evaluasi
Capability kemponen fACM
Model IACM) | oleh BPKP selaku
mitra pembina
Proses Evaluasi Terselenggaranya proses
dan penilaian evaluasi dan penilaian
Tingkat Tingkat Kapabilitas /ACM
Kapabilitas//ACM | oleh BPKP selaku mitra
Itien oleh BPKP pembina
selaku mitra
pembina
2 | Tingkat Pelaksanaan Terlaksananya kegiatan
Kualitas Pengawasan pengawasan intern aleh
Pengawasan Intern seluruh Unit Kerja
Kinerja dan Penyelenggaraan | Inspekiorat sesuai indikator
Keuangan Pembangunan kinerja kegiatan
Infrastruktur pengawasan
Bidang PUPR
3 | Tingkat Dukungan Tercapainya akuntabilifas
Dukungan Manajemen dan dan pertanggungjawaban
Manajemen Tata Kelola pelaksanaan pengawasan
Pengawasan Bidang intern sesuai pedoman.
Kementerian Pengawasan
PUPR
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Daftar Pemangku Kepentingan

Daftar
No Pemangku Keterangan
Kepentingan

1 | Menteri Pekerjaan | Sebagai pimpinan tertinggi di Kementerian PUPR. Berkepentingan untuk
Umum dan | mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan
Perumahan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk
Rakyat kepentingan Kementerian PUPR dalam mewujudkan tata kepemerintahan

yang baik, melalui kegiatan pengawasan intern yang diselenggarakan oleh
inspektorat Jenderal.

2 | Pimpinan Unit | Sebagai pimpinan Unit Organisasi di Kementerian PUPR, Berkepentingan
Organisasi di | untuk medapatkan layanan pengawasan intern dalam bentuk pemberian
Kementerian keyakinan (assurence) atas peiaksanaan tugas dan fungsinya melalui Audit,
PUPR Reviu, Evaluasi dan Pemantauan, serta mendapatkan layanan Pengawasan

Lainnya {consulting).

3 | BPK-RI Sebagai Lembaga Negara Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara, dan Pemberi Opini atas Pelaporan Keuangan Kementerian
PUPR. Berkepentingan mendapatkan dukungan dalam bentuk hasil
pengawasan sebagai data awal pelaksanaan pemeriksaan, pendampingan
pada saat pemeriksaan, serta verifikasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.

4 | BPKP Sebagai APIP Pemerintah, dan Evaluator atas Maturitas Penyelenggaraan
SPIP, serta Penjamin Mutu Tingkat Kapabilitas ARIP. Berkepentingan dalam
rangka sinergi pelaksanaan pengawasan intern, khususnya terkait dengan
pengawasan lintas sektor/lintas K/L/D).

5 | Aparat Penegak | Sebagai penegak hukum. Berkepentingan dalam rangka pemberian opini
Hukum {(KPK RI, | hukum, koordinasi proses penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Umum
Kejaksaan Rl, | dan Tindak Pidana Khusus yang diduga terjadi di bidang Pekerjaan Umum dan
Kepalisian Rl) Perumahan Rakyat.

6 | Masyarakat Sebagai pemilk mandat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkepentingan untuk mendapatkan pelayanan infrastruktur bidang Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, serta pelayanan atas pengaduan/komplain
terkait pengelolaan infrastruktur bidang PUPR.

Tujuan Pelaksanaan Manajemen Risiko

Tujuan pelaksanaan Manajemen Risiko adalah untuk menciptakan dan meilindungi nilai agar Inspektorat
Jenderal Kementerian PUPR dapat meningkatkan kinerja, mendorong inovasi dan mendukung
pencapaian sasaran strategis dan sasaran program.
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LAMPIRAN Il
PROFIL RISIKO UPR-T1
INSPEKTORAT JENDERAL

32



€t

ddnd u
BLBJUBLLSY
usfil didy
seyliqedey)
u
eleybuiuag
uetedaniad
uejeibay]
uejode] 'y ‘lsesiuebin
ONESTH uelepuabusag
uswaleey "y
uedelauad ‘Bl019Y BIE)
1sesiuefic jun SeJADaLT SBle uelEuR
16eq sibajens 1sesuebic yun 1eyBul [uadjsuensy
ISEPUSUDYS) ymun sibajens |1seneag yido
nejueusul |SepLUaLoyal Buejus) uep ‘ehaury ¥ |ons| B
BueA depeijis) ualy weing ¢ ypny yido |, deausw
eliaury ASUDy UEMEJUBWS 'C oyIsy ‘UBjeE}SY Lunjag

uesode g Joury siseqiaq Ipny (Wow)

[EJopjas 1A sejup sibajes 1d¥dg Nido L ymun didy se ¥ [@hs]
se sifsiens -| £y weafoid yrun uesemebuay BLIBINIS) Hpqedey yobiey
Jwesboid ypne vﬂa . { yedsul g elraupy ypny I ueuefe] eped uebusp

WNUN YH1 2 qwow £ A-11n) UBBUESYE[Rd T {lepuay| uep uep uerad ueueie] IENsas
HRIUOY-BI4 U snby 'z sadsu| g YBIUOY Bld yedwep 1ep uellopad uedessuad uep WOV
ebuidwepuad 20T M-l ) pouyemw uebuiduwepuay 16uel ewsly | nex)sl ydnd eAueLINdWas ueladq [ana] eAU
jiseH uesode "L pocL | dedsuitL | 8 ¥ L ‘e UBBUESYE[Sd | | nBuap 1 0z || |wneg walnas'L | vz |5 | ¥ wnjeg [1sendey] uewseyg | 1edeocsa; | L

£ [44 12 Ge | 6] B L 9t §L 143 £ | 2] b 0t [ 8 L] g 4 ¥ £ 14 !
ewja | N @ [ % | g uegei) AERR b
e, (200 -] R OHIS OyIS1; = OIS OIS
UEIEN|BY JOJEX U] Lma__,” mn_mmmcuﬂ ol ek _ms_ h< 3 uerepusbuag 1seAoy| - %n._m.%m mw“._o._m a [ ueiEpuabuag e qeqakuag _ B_m_w.uwv_ : mm“w.hmun_ uejeibay | oy
Gueh ox_.m ™ Je[aes epy Bued ueiepusBusg YR IEIN ey
OyIsiy IE|IN
¥ele - 9poLad
|edapuap umho__v_wn_w:_ 5 _mmm_:mm._o HUnMN
umhv_mm_ ueyeuwiniag uep wnwpn :mm_._e_mn_ UELISJUSLLIDY : uelisjuaway

L1-ddn oYIsky |ljoid




e

‘dyidd
epeday
didv
sepjgedey
[ens|
uedesuad
uep
ISER|EAD
ueeuuad
ISBU[PI00Y G
uIpuey
uBtlE|USg U
BEUESYE[Sd ¥
didel
JBquINSeIEL
uebBuap
ISESIEISOS
uep BUIGqWSd
ISUBJNSUDY ¢ Bl eulguad
didv 1ebegas EJjlu
seplicedey dxdg didg nyeps
u eUIGWad Yaio dXdd
ejexbujuag e {wowi) yaio
elioy uebusp didv se WOV se
BUBDUSY'Z yieq Bueiny ungedey | ungedey
didv Bued u 1eyBul ]
sejigedey ISBUIDIOOY] 'Z erejuad | ueepuad
u au soasoud uep
ejeybujuay awaaosdul ueey ISeN|eAs
oISy uejedaciad Hes will e esyejad sasoud
Asuop =] ep | sefleg ue Auymuaqip ueleqw | efueseBB
a - ‘uepy Jausy G S [E€ L |ewsiy | ynuaquadl | gL | ¥ | € wniag | | ebsury B9y uspsal | 2
44 [44 I 02 | 6L] 8 A i gl Fi 4 T [i]3 [} 8 L]9 g ¥ £ 14 I3
e I wnjagf
nPE qemer s 301 [ eheq Jaguing sty (=L B o | ¢ ] o i |l oSy T BRI
Uelenia) Jopnipug johire), | BunBbueuad |  uodsaug 1sexopy ueljepusBuad 1serou) vodsay | semopg| “EUERUSNiad ey Buek qegRhuad uobajey | ueeyehuiay DEmEMELN
Bueh onisy WEe[a)eg epy Buek uelepusbued Sy ! wening

O4ISTY [BIIN




SE

YH1
nfue yepi L
Bueiua)
ualy 38
uep diMvys
1sen|eAg
ueLlopad
‘ddnd
UE{:BIUaLIaY
1P NQEd
IseusLs|du|
pny
jeyeieisepy cmm__ﬁuwen_
uenpebusy 2 mﬁc_mﬁ
ueejojgbuad BiBE Jpne
uewiopad jexeledsepy uewoped n
Hdnd uenpebuad welis) nluepepump
usuladey ueejo@buag usl 38 epn u
dasuoy uewopag uelensadued esemebusd
™ Hdnd ueh) g dMde jisey 1s
-y NIASY uswadey ‘¢ cwmm_c.ﬂ.ﬂw.r BpLOWONaY b
UBlIOpad WY NSy e ¢ n
Buejuay usll) ueopad e~ niuepepup ues
UBJEP] 1BINS € Buejua) usl| oyIsaN 3Bpn emebuad
6102 uelepd 1eINg ¢ uswaleueyy JeyereAseL uejeibay
Unyet #Q {6102 unye uedelavad uenpebuad'g elioupy
Jowon uall| 0 IOWON UBliopSH ‘BUBSHEE] ugl Jojeyipul
uelep3 Bing) uall] uesepg Bu=iua) yepn igluawiey | jenses e
eliouny ypny 1eIng) efsauny bt 14 dd TV mewbull | sopjadsul
uewopad 1PNy uewopad Hdn n_cm_ﬂ uejeBay'z uebuenay eliay
IsInSY 2 1I8IASY  Z 38 BUESHED) uep Hun
'SBH|EMY ANy SENENY] yeduwep Ldid yepin efiauny yrunjas
ueuiwefuag gAvA yadsu| p ueuweluad 16ues nnay Lep jemelag ues eped
uep ue ™o ¥ [1 4y uep u nBuaw Ld¥g Asuop yeega] isey emebuad (INE3 0]
BuequieBusy ¥20Z | yadsu|-g ebuequebusg uep ugsepetUsd uelE|luag | sejljeny ues
welfciy va g 11 Jm welsBold UBUIY :ﬁﬁm_ﬁwmwu :edruaq eA | emeBuad
ueuwropad dag 'z yadsur -z uewopad Bunway ep Buea} ' LM 1BnSas uedenia) ueje|fiay
Buejuay ualn $202 | M pourem Buejual ual 1Bues BBy Hdnd yepn vejeibey yepy edueu
uesepg teIng ‘L | ydeg ) | edsuiL | 5 |e | L ‘uepy vesep3 jeing  "L| nBuspy 4 gl |+ |z |wnpg uall 38 6L | ¥ | ¥ | ueeuesyejpq | elisuni| 1susjog esyela) | ¢
x4 144 il 02 | 6] 88 i 9l Gl ¥l £ || M 0F § g IR g 4 £ [4 J
dich i en| a | o el U EIN| G |3 [ gerny uepIn EIN | a | R S
UEIER3Y Jojeyipu)| ue|epuafiuad 1serou| H [T TEN gegaiuag s ueeibay oN
jabie] | BunBBueuey m“MMMM.___mm._z |seqalY rodsay wepig epy Bued ueipruaBusy ﬁﬂﬂwh&_wﬂ__ﬂa Lobejey | ueeieAussg weniny

CHISIY eI




9t

|eiapual
Jeiopedsuy
nexie]
14 ¥dd
dH1 1se
puswoyay
seje Jnfue]
Eepul] uep
Buonuop L
NINg uep
ueBuenay
uesode g
ueunye}
Hdid
ueiodeqg
UgEeIpasiad
depeyss)
ipouad
|s1=LET eAulin|ages
sweudo unyej u
¥00)S eesyuawad
ueymie|ei ¥ SE)R
gL0g/s Add dH1
O MNdREZZ ugnuig) veluopad
Mind rAURN lensas
yeeR | luepiepump wau
eliay wnjag ‘g ues
seuay'e ‘qiuR) yepn emebBuad
ueiebbuy NG uee uee
uenfeBuag yesnejeuadq g uesyelad
I|Bpuay ‘Jeinye ue
I1BqUIATZ yepn qemelBun
NG tep ueBuenay {epue Bbuepad
uebuenay 18)esuel} yepi} ue UEp 58}
oyIsIy eiep BiBUB uelgdejad fuenay | paeunye
uafy ELUL 1ep |l uep uebu uelode] eku
- - 508 s et - - ausy ¥ G [g 41 |ewsl | 1semsucysy’L | 91 | £ | # | ueelesuad ) | enay Isualod ledeasa] | ¢
£2 44 iZ % | 6L 8 2} 9 Gl 123 IV A 1] 6 g L9 g 4 £ 4 }
whiegy
: EIN Q| % BN O | ¥ |orenon Leen BIN | @ | ¥ S
e, B A eheq JagLun: OYIS), OMIs| Llﬂ - QyIs] 0Y|5]
UEIENIEY oiEpU) um_m._ws.“ m:hmm:mﬂmn_ uodsaag _Mm__%_< 1 MR :ox%mﬂ mﬂH.._o._w_n_ UB|j2pUabligg e33R Buek qegofuad ta—ﬂ_m.z.w_v_ =mmw_m_>_m_m{ :m-m__mo 4 N
Buek oSy TEEE epy fues ueiepusbueg SRR G venfng

OYISTY IEIIN




€001€026612180¥961 "dIN
LA 'iepueys| “§ |

Hdn veurdwig

¥202Z Wenuer o ‘epexer

LE

lemebad

uidisiq uewopad

UBINESES 'E lensas

uBynSe us3u

ehelg mcmm

IBpuelg emebus

Buewa) uee

UeInelad g Seulp uesyejad

adds ueue|ebad SBUIp LB ue

juesebnuad dn siew uejellad | gemelBun

18NS NG depeyial uep Bbuenad

Jeuueg eipaw | ueuny uEp SBeUIp Heuad deys uejetbay uep sej}

Buesedrs: pouyisyy ueyeunBBuaw | Bunway ep veueeliad uep emefad Joucy | |aejunye

: B A

lauueg ¥202 ‘Asuopy prieyy | 1Buel IET J800 luouoya ugeunbi eAu
IS0ETH e Tg) BN |uwelises | 5 v |1 ‘uepy jue |sesieisos | nBuspy g ¢l |+ |z |wnag empngL | 1z |s|z ueyningay | pnei4 | ejefuay jedessal | ¢
£7 44 [ 02 | 6] 8 1 9 &l ¥l EL 2] i 0t 6 g L]9 g ¥ £ 4 }

wnjsey ueged =TT

npem qemer _m__z_ e edeq Jsquing oISy | eyisiy e B IPPEWEH il s o qedefusg ONisSTY oISy =”-Em_mm_wx oN

uBlEnjsY oyExipu] wbie] | BunBBusued | wodsang iy teljepuebuag iserouf sodsay | seytond E_ﬂuw mﬁu R e 1eyeiey Buek uobsey | ueeeAusmg uenin

Buek oxisty : OXISH 1IN

O3Sl IRIIN




LAMPIRAN Il
PROFIL RISIKO KORUPSI UPR-T1
INSPEKTORAT JENDERAL

38



6¢

nyejisq
BueA
SBUIp UB
uerehad
ehew |
SEUoI
12
quingss
BLLIUOY
adds | seup ue |Isey ueeibay lemebad
Jouueg pese | ueebsd uep ‘g louoy uep seulp ysjo | uesemebuad
gL Brivay | dnsew ddgue ueuejelad efelg ueyyifieyp sefin
ngs jeing | depeyidy | sebnuayd depeus) dn srew fuef | ueeuesyejad
Jouoy ng | psiwnad jeing uebuep veyBeuad ehelg dn ynjun
uep uep deys mnq ueynyew | yew edniaq | uswsaleuew
SBUIp UB SEUIp uep uep ‘uele|Bay Jouoy seuip ueBurmjnp
ug|efiad ueu | lemebad | seump ue ueyledepusw uep ueueehad jebegas
pney sedwep glelrad | 1wouoys | ueelbsd efelq seulp ueuejeliad | uep uejeibay uelefibuy
|A-T Ingyadsu nue 1se 16u jsoz je ue 1502 ueyibe} ueyeUesye[aw Jouoy ueey | ueejolafuad
uepuslyseg | 6 ¥ 1 - sieisos | eanBusp | ¢L e Z Bng | yningay ®©mng | ugeusg | emebay Buef lemebad | nbBygrAusg uejeifiay G
6L gt | 4 | s 78 FL gt A3 | oo [ 8 L g 5 4 £ z L
e OO, LY e
___z i _qnwmtu h Momu | s e ubig Buiu iprripisns g,
epy 1EANBE| ueynyeElR
qemer oNISTy Buek ng BueA uejeng oNIsIY siusig oISy
BunBBueuad uodsey ue|jepu “Mﬂuwvm‘_ ey Jadfepje4uebiueinoay ueejefiuiag s8S0Jd ON
jedruoy abuad JIEyIBU| BRUENS/SIPO
ueyeBsalsy ue|d [onuon uelepisbuad H
T e uopdniiogysdnioy yeje}as TECIIBL Heyld
oYISId BN ueyefaousd |syy OAISIY [BIIN
v202 apouad
|esapuar um._Ouv_mnm:_ H _mmm_:mm._o Hun
wmhxmw_ ueyeuwniad uep wnuin :mm,—._mv_mn_ UeLIaJuUSWayf - UeLiajusiliay

LL-¥dn 1sdnioy] oyIsiy |yoid




LAMPIRAN IV
PETA RISIKO UPR-T1
INSPEKTORAT JENDERAL

40



KEMUNGKirAN

PETA RISIKO
UPR-T1 INSPEKTORAT JENDERAL

o Inherent risk

Controlled risk
e Resiko yang direspon

Garis Toleransi

41



LAMPIRAN V
JADWAL PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO UPR-T1
INSPEKTORAT JENDERAL

42



15174

€£001£026619180%961 "dIN
TN Jepuexs| 1 1]

o

ddn ueurdwig
20z venuer ({ ‘euexep

ueue|nMml ]| WA uedelauad ueloden

ueneful] UEp UENBJUBWAY

S oyIsly ueejeAulag

T OISy UeRlBAUISg

£ oyIsly ueeleAuisg

[

7 OYI51y ueBlRAUIEY

T o151y UBRIBAUIS

o

uejjgpusduagd |5ea0U|

OISy 1SEN|EAT

NSty SISI|RUY

YISy ISERUP)

driy8ul uep sya1L0y uedeauad

M| Q| BT

HW UsWHWOY

ISUE}INSUCY UER ISEXIUNWIOY

03|IS1y uswaleuely sas0id

©N

AVHIAANIr LvHOLMAdSNI
Li-ddn OMISIY NSINIrvNvYIil NYYNVYSHMY Tdd TYmavr




LAMPIRAN Vi1
USULAN PROFIL RISIKO TINGKAT KEMENTERIAN
UPR-T1 INSPEKTORAT JENDERAL

44



14

Hdfd U
BUSUSLIIY
usfll didy
seyigedey|
u
eeyBuluad
uejedanlad
uelelBay
uelode] ¢
OoNIsly
uawaleuepy 1sesueficy
uedelausd ue|epusbuad
SEHAIPRIT ‘di
EBull ‘ejo[ay eje)
1sesjuefiic yun Isenjeay SBle UBULIR
|6eq sibajens 1sesiueblo pun Buejusy [uadsurinsy
ISEpUSLLOYS) ynun siBajeqs uafi) yeing g sidog
nejueWsW ISepUSLUIGYa) oNISLE uep ‘efreury| ¥ [eAs| 1B
BueA depelus) siseqJeq Jpny yido degusw
eliaury Asuojy UBNEJUEWA ¢ 1d3dZ ‘UBIRElSY wnfaq
uelodeq ¢ Joun u npny (oD
|elopjas 1A sejui sibsiens esemeBuad Nido L ymun didv se ¥ [oA9)
sejuy] sibeyens -1 Jny weubold ynun nyrA ewenia) Hgedey 186uE)
JweiBoud jpne ¥e0Z | yadsu| g elisupy upny llepuay| uep UBUBAET eped uebuap
WNUN yH1 2 vw% 1 A-im UEBUESHE|ad ‘2 uelIcpad uep uelad ueueie] 1BNSas
Neluey-eld u snby 'z Madsu| 'z NENUOY Bl | yedwep lep =E uedessusad uep WOV
ebuidwepuag yzoz A-1dmy poyIsw uebBuidwiepuad 1Bues BLUBA Hdnd eAuBUINdWBS ueiad Ay BAU
lisey uetodeT | pop | dRdsuiL | B8 ¥ |L ey UEBBUESHERS || nBusy L 0Z |g |1 |wneg ualnas L | ¥z |5 | ¥ wnieq (iseinday| uawe3 | ledews) | |
£2 44 114 Gz | 6+) 6 yis 9 Gl 4] Bl | Zi) b fit [ 8 L |3 g ¥ £ g [
wnjeg)
NsEM qemE; 24 efeg Jaguing ofisly | oMsi P @ 1% |epener e ) i & oISl oNsp E«%
UBIBN(Z] JOREXIPU| wbi) | GunBBueusd |  uodsasg SOl veyppuabuedisenoul | ynican | sepsopg| UETEPHeBtRd % ey Buek feqaned pobaey | weeefuiag =”u=w__._=x N
BueA oyisty ye[erey epy Buef ue|epuafuag CHISI BN ny
OYIS1H (BHR
¥2oe - apolad
|elapusar jelopjadsu| isesiuebiQ pun

jelyey ueyelwniad Uep wnwn ueeliayad uelajusway Ydn oISy [yoid uensn




9

EIEIEY]
P NQEd IS
guaws|dw|
npny
UBLICPRd
Bueyus)
s ure|
BJEJUE JIpne
uewopad
lexysa)
uall 3g u
eiensafuad g
uafy
'# dMdd
NdE dH1L
UBSEIURUS]
1EYRIBASEN uejedaared n
uenpebuag BUBDUAY ¥ [uepiepump
ueeojabusd oyisay MEpI U
uewopsd ‘JeyEIeASEIN uaiafeuey esemebuad
Hdnd uenpebuad uedelauad |Isey ise
uslredey uegjojabuag LUBWopad puBWoNay G
dasuoy - UBLWIOPSS Guejua) | n
) ddnd 20ZN/ASH fuepiepuyip
WYY hiasy uswiedey ‘ON epn
uewopad VMY nmasy ddndusiy 1eveledsew
Buejua) uafly UELWOpad as uenpebuad ‘y ues
uelep3 jeing - Buejuay usiy uep 0z0z ‘Buesy S} emebuad
{610z ueiep3 jeing g unye] vz yepy ugierfoy
unye] 0 {610z unyel ON Hdnd ddAdy elisupy
Jowop ualy 0 Jouoy usjusyy 38 ‘¢ uejeifay g ue| Joreyipul
ueiepd Jeing) uali| uelepg 1d¥d BUESY B[S} ieuswey | ensas e
elisupy Ipny 1eing) elisury niaay 3epi weibull | Jopadsug
uewopad Hpny UBWOpad ugp 1dMd yemelas uebuensy eliay
IsIAeY - Isihvay g Asuop 'z yeell uep uun
‘sEHEMY ANy ‘SBYENY yedwep u |Isey eliaury yrunjes
ueuweluad ¥E0Z yadsu| p usljweuad 16ue) esemebuay ugiepiuad 'z ues eped
uep ue PO Y TPl uep u nbus|y mnp sednisq emebuad [ETEHE]
Buequiabusd Ye0Z | yadsu|'g ebuequabuay uep ifepuay| 1 d¥d seyeny ues
WwieiBold ww_ow 1 um weibold Uy 9 UBWoOpad [ensas eh | emebuad
uewopad dog 'z sodsu| 'z UBLIopad Bunway 1ep Bueuzy yepi uredeolay uelerfiay
Bueyua) ualy $70Z 14my pouylap Buejue) ualy 1Buel BLISwW Hdnd ueleibay u yepn gAuey
uBJEp3 JBINg - was 'y | wedsui'L | g |g |1 ‘uep uesepd 1BANg || nSusjy 4 el |+ |2 |wrag usll| 38 'kt 6L | ¥ | ¥ | eeuesyepdg L | Blsuni| 1susjod esyepal | ¢
43 [£3 i 0z | st]| @ 2 9 [ i gzl o 5 § 1719 ¢ [ £ Z i
i B O ] O | 3 | ooy veren mN | o | i
nEM qemef efeq sequng o7E - oy|sry oyisy
UBIEN|2Y J0JEYIPU} uejepusbuag 1seaoy) Le||epusbusy gegaiuag uezibay ON
e, | BunBAueuey munuww___m__x (sExoly uodsey RS epy Buef uepepusBuag u”_u_ﬂ_”h___w““h uoBeey | weehuRd | o

OHISTy 2lIN




£001£026619180¥961 dIN

TIN Tepueys| -L |

-

Hdn veuldwig

#20g Lenuer (i ‘epexer

A

YH1 nfue
yepul|
Buejuay
ualy 35
uep dpivs
Isenjeay
uewiopad
‘HdNd Heu

£z

114

i

0z | 6t 0L

il

9t

Gl

1

EL )it

O

[

g /

3

Z

ueienjey] Joeyipuj

NHEM
1abie)

gemer
BunbBueuag

TIN| O | M

uodsang
Bued oyisry

eheg Jagung
ISBYOrY

ueiepuabuag 1seaou|

ONISiY
uedsay

oyrsTy
sEj|Iolg

BN G | A

wnjsg)
1Epediagy

ueigJf

®IN | d

b |

uelepuaBuag
yejels
OHISIY 1B|IN

epy Buef ue|epusbuag

1eya) Buel

OYISTY WIIN

geqaiuag

oxisfy
uoBajey

OIS
ueejefuag

BuElN
ueer oy
uenng




LAMPIRAN VI
PETA RISIKO USULAN TINGKAT KEMENTERIAN
UPR-T1 INSPEKTORAT JENDERAL

43



KEMUNGRINAN

PETA RISIKO TINGKAT KEMENTERIAN
USULAN DARI RISIKO UPR-T1 INSPEKTORAT JENDERAL

o Inherent risk

Controlled risk
e Resiko yang direspon

Garis Toleransi

49



G5 Tope B

Kementerlan PUPR
Lantar 14 5. d 16

Jalan Pattlmura No. 20
Jagrta Selatan 121 10

z.bwwni]en pugo id




